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I. UMUM 

 
Dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan 

internasional yang mendatangkan devisa bagi negara dan dalam rangka 
meningkatkan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri serta 
memperluas lapangan kerja, telah diatur pembentukan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan suatu kawasan dalam wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah 
Pabean sehingga sepanjang menyangkut bea masuk, cukai, PPN 
diperlakukan sama dengan di luar Daerah Pabean yang ditetapkan sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Untuk mewujudkan tujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas 

dan pelabuhan bebas, diperlukan pengaturan mengenai perlakuan 
perpajakan termasuk pemberian fasilitas PPN dan PPnBM dalam kerangka 
Pasal 16B Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 
kewenangan untuk melakukan pengawasan pemasukan atau pengeluaran 
barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai 
daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas. Pengeluaran 
barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean 
diberlakukan semua ketentuan umum di bidang impor dan pengeluaran 
barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean diberlakukan semua 
ketentuan umum di bidang ekspor. Atas pemasukan barang dari luar 
Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan pemasukan dari tempat lain dalam 
Daerah Pabean ke Kawasan Bebas berlaku seluruh ketentuan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
  

Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 
Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu-
lintas barang serta ketertiban bongkar muat barang, dan 
pengamanan keuangan negara, berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan perlu ditetapkan adanya suatu kawasan di 
pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain sebagai 
Kawasan Pabean yang sepenuhnya berada dibawah 
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Demikian pula penunjukan Pos Pengawasan Pabean 
dimaksudkan untuk tempat Pejabat Bea dan Cukai 
melakukan pengawasan. Pos tersebut merupakan bagian dari 
Kantor Pabean dan di tempat tersebut tidak dapat dipenuhi 
Kewajiban Pabean. 

Ayat (5) 

Untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau 
yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas memenuhi ketentuan 
yang telah ditetapkan, pemenuhan Kewajiban Pabean 
ditetapkan hanya dapat dilakukan di Kantor Pabean. 
Penegasan bahwa pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di 
Kantor Pabean maksudnya yaitu jika kedapatan barang 
dibongkar atau dimuat di suatu tempat yang tidak ditunjuk 
sebagai Kantor Pabean berarti terjadi pelanggaran terhadap 
ketentuan Peraturan Pemerintah ini. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Ayat (1) 
Izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan diterbitkan 
dengan mempertimbangkan eksistensi perusahaan, identitas 
pengurus dan penanggung jawab, jenis usaha dan kepastian 
penyelenggaraan pembukuan. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud “berhubungan dengan kegiatan usaha” adalah 
aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai 
suatu maksud dimana semua kebutuhan yang diperlukan 
memiliki keterkaitan dengan aktivitas atau pekerjaan tersebut. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud “barang konsumsi” adalah barang yang dapat 
digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


No. 5277 4

tanpa proses lebih lanjut. 
Pengawasan terhadap jumlah dan jenis barang konsumsi yang 
dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang 
telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan dilakukan 
setelah proses pemasukan selesai dilaksanakan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “barang perwakilan negara asing 
beserta para pejabatnya” adalah barang milik atau 
untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut, 
termasuk pejabat pemegang paspor diplomatik dan 
keluarganya di Indonesia. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “barang untuk keperluan badan 
internasional beserta pejabatnya” adalah barang yang 
merupakan milik atau untuk keperluan badan 
internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah 
Indonesia, termasuk para pejabatnya yang ditugaskan di 
Indonesia, namun tidak termasuk pejabat badan 
internasional yang memegang paspor Indonesia. 

Huruf c 
Yang dimaksud “barang keperluan ibadah untuk umum” 
adalah barang yang semata-mata digunakan untuk 
keperluan ibadah dari setiap agama yang diakui di 
Indonesia. 
Yang dimaksud dengan “barang keperluan amal sosial” 
adalah barang yang semata-mata ditujukan untuk 
keperluan amal sosial dan tidak mengandung unsur 
komersial, seperti bantuan untuk bencana alam atau 
pemberantasan wabah penyakit. 
Yang dimaksud dengan “barang untuk keperluan 
kebudayaan” adalah barang yang ditujukan untuk 
meningkatkan hubungan kebudayaan antar negara. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “barang untuk keperluan 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan” 
adalah barang atau peralatan yang digunakan untuk 
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melakukan penelitian/riset atau percobaan guna 
peningkatan atau pengembangan suatu penemuan 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
tidak mengandung unsur komersial. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”barang contoh” adalah barang 
yang diimpor khusus sebagai contoh, antara lain untuk 
keperluan produksi (prototype) dan pameran dalam 
jumlah dan jenis yang terbatas, baik tipe maupun 
merek. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Yang dimaksud “barang pindahan” yaitu barang 
keperluan rumah tangga milik orang yang semula 
berdomisili di luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas 
lainnya, atau tempat lain dalam Daerah Pabean, 
kemudian dibawa pindah ke Kawasan Bebas atau 
sebaliknya; 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “barang pribadi penumpang, 
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas” adalah 
semua barang yang dibawa oleh penumpang, awak 
sarana pengangkut, dan pelintas batas tetapi tidak 
termasuk barang dagangan. 
Yang dimaksud dengan “awak sarana pengangkut” 
adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya 
harus berada dalam sarana pengangkut dan datang 
bersama sarana pengangkut. 

Yang dimaksud dengan “pelintas batas” adalah 
penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam 
wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu 
identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 
dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah 
perbatasan negara melalui pos pengawas lintas batas. 
Yang dimaksud dengan “penumpang” adalah setiap 
orang yang melintasi perbatasan wilayah Kawasan 
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